
c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten.tang Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Kabupaten Rembaog. 
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b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kabupaten Rembang yang didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi 
dengan keadaan clan perkembangan sehingga perlu 
dilakukan penataan kembali; 

a bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat 
l Undang-undang Nomor 22 Tahun J 999 tentang 
Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Pcraturan 
Pemerint.ah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah; 

Menimbang 

BUPATI REMBANG 
,. 

."":.-. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH 
KABUPATEN REMBANG 

TENT ANG 

NOMOR 19 T AHUN 2003 

PERA 11.JRAN DAERAH KABUPA TEN REMBANG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 19 T AHUN 2003 
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7. K.eputusan Menteri Dalam Ncgcri dan Otooomi Daerah 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bcntuk Produk-produk 
Hukum Daerah. 

6. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan 
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah. 

5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara clan Menteri Dalam Negeri Nomor 
01/SKBIM.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Petunjuk Pelaksanaaa Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 teotang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberltentian Pegawai Negeri Sipil. 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang­ 
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70). 

3. Peraturan Pemerintah Republilc Indonesia Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262). 

- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839). 

I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 

Mengingat 

• 
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ORGANISASI PEMERINT AH KABUPA TEN 

BAB H 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Rembang; 
3. Bupati adalah Bupati Rembang; 
4. W akil Bupati adalah W akil Bupati Rembang; 
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Rembang; 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Rem bang. 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PEMERINT AH KABUPATEN REMBANG 

Menet.apkan 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

Dengan Persetujuan 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah clan 
Berita Daerah 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nornor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah. 



4 

(2) Syarat-syarat tatacara pencalonan dan pemilihan Bupati diatur dcngan 
Peraturan Tata tertib tersendiri oleh DPRD. 

( l) Pengisian jabatan Bupati dan Walril Bupati secara bersamaan dalam Rapat 
Paripuma DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undaog. 

Pasal 6 

(2) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 
(l ), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. 

( l) Dalam menjalankan tugas serta kewenaogannya Bupati bertaaggung jawab 
kepada DPRD. 

Pasal 5 
7 

Bupati adalah Kepala Daerah dan berkedudukan sebagai Kepala Eksekutif yang 
dibantu oleh seorang Wakil Bupati. 

Pas.al 4 

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Badan EksekutifDaerah. 

Pasal 3 

BADAN EKSEKUTIF DAERAH 

BAB III 

(2) Bagan Organisasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat ( I ). 
tercantwn pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

(J) Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri Bupati dan Wakil Bupati beserta 
Perangkat Daerah lainnya 

Pasal 2 
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(2) Apabila Wakil Bupati berhalangan tetap, jabatan Wakil Bupati tidak diisi. 

( l) Apabila Bupati berbalangan tetap, jabatan Bupati diganti oleh W akil Bupati 
sampai habis masa jabatannya. 

Pasal 10 

( 4) Penjabaran tugas W akil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (I), diatur 
dengan Keputusan Bupati. 

(3) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati 
berhalangan. 

(2) Wakil Bupari bertanggungjawab kepada Bupati. 

(1) Wakil Bupati bertugas: 
a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya; 
b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiaran instansi pemerintah di Daerah: 
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

.... 

Pasal 9 

(3) Syarat-syarat, Tata cara Penca1onan dan Pemilihan Wakil Bupati diatur 
dengan Peraturan Tata Tertib tersendiri oleh DPRD. 

(2) Wakil Bupati dipilih oleh DPRD dalam Rapat Paripurna yang diadakan 
untuk itu, bersamaan dengan Pemilihan Bupati. 

( l) Di Daerah terdapat seorang Wakil Bupati. 

Pasal 8 

Bupati memimpin penyelenggaraan Pemerint.ahan Daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 

Pasal 7 

(3) Bupati mempunyai masa jaba*3n 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 
hanya untuk sekali masa jabatm. 



( 1) Badan Eksekutif Daerah wajib memperhatikan dan menerapkan ketentuan 
Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemerintahan . ~ 
Daerah untuk mewujudkan Otonomi Dacrah yang nyata, luas dan 
bertanggung jawab. 
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Pasal 14 

TATA KERJA 

BAB rv 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tcrsendiri. 

( l ) Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Oaerah, Lembaga " 
Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Parnong Praja, sesuai 
kebutuhan Daerah. 

Pasal 13 

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Bupari dapat dibantu oleh Staf Ahli yang 
pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 12 

Ketenruan-ketentuan tentang masa jabatan, pernberhenrian Bupati berlaku juga 
bagi Wakil Bupari. 

Pasal 11 

{4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, DPRD 
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selarnbat-lambatnya 
dalam waktu 3 (tiga) bulan. 

(3) Apabila Bupari dan Wakil Bupati berhalangan tetap, Sekretaris Daerah 
melaksanakan tugas Bupari untuk sementara waktu. 



(1) Ketentuan Peraturan Daaah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2001 
teotang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 
2001 masih temp berlaku sampai deagan adanya penycsuaian menurut 
PCIBIUrall Daerah ini. 

Pasal 17 

KETEN1UAN PERALilIAN 

BAB VI 

Jenjang jabatan, kqwmgkatm, smnnan kc:pcgawaian dan peogangkatan para 
pejabat di jajaran Badan Eksekutif Damh dan Sckretariat DPRD dilaksanakan 
sesuai dmgan Pcnturan Penmdaog-undangan yang berlaku. 

Pasal 16 

PENGANGKATANDALAMJABATAN 

BAB V 

(3) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat ( l) clan ayat 
(2), dilaksanakan sesum dengan Peraruran Perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Bupati sebagai Kepala Eksc:kutif wajib memberikan pcrtanggungjawaban 
kepada DPRD untuk hal hal tertentu atas permintaan DPRD. 

(I) Bupati sebagai Kepala Badan Eksekutif wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran 
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelab Tahun Anggaran berakhir. 

Pasal 15 

t 

(2) Badan Eksekutif Dacrah dalam mclaksanakan tugas dan kewenangannya 
wajib memperbatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 
secara vertikal dan horisontal baik dalam ~ingkungan masing-masing 
maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya 

7 



8 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG T AHUN 2003 NOMOR 19 

Drs.H. WIRATMOKO,MM 
Panbina Uauna Muda 
NIP. 500 OSO 480 

Diundangkan di Rem b an g 
pada tanggal 18 Dcsember 2003 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
REMBANG 

H. HENDARSONO 

BUPATI REMBANG 

Ditetapkan di R e m b a n g 
pada tanggaJ 9 Desember 2003 

.. 
Agar senap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang. 

Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Kabupaten Rembang dinyatalcan tidak berlaku. 

Pasal 19 

Pasal 18 

.. KETENTUAN PENUIUP 

. I 
BAB VII 

(2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilalcukan selambat-Iambatnya 6 
(enam) bulan sejak diundangkaanya Peraturan Daerah ini. 



H. HENDMSONO 
KELURAHAN 

BUPATI RE MBAN Q 

SEICRETARIAT DPAO SATPOlPP 

SEl<RETARIAT 
OAERAH 

DPRD I---W-A....!:~1~:!!p~:::..:J'..:.PA_T_I _ _,':::~::-. ~~:::-:.·. ::.:.: .-:: ::::-.:: =.'.'."::.::. 

L.AMPIRAN PERA TURNf OAEAAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 19 TAHUN 2003 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER». PEMERINTAH l<AIIUPATEN RE~ 

,, ii 

Gh Komenda 
Gffll.KOOf!JirlHI 
Gllris P1irtengg,_1'98W8b•n 

Ir uPr I W.__________. 

[JINAS DAERAH LEMBAGA TEKNIS 
DAE RAH 

STAF AHLI BUPATI 

BAGAN ORGANISASI 
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

. 
I r----- -- -- · ---- - -- -- ---- - -- -- r---- - - -- ----- ---- - - -- --- -- --r - ---- -- - -----------1-- _ , 

! 1 : I : 1 i 
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u UPT I _· _' ---- 
KECAMATAN 

.----------'I I.___~ 
I I J 



c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang. 

9 

b. bahwa Peratwan Daerah Kabupaten Rembang tentang 
Peraturan Organisasi clan Tata Kerja Kabupaten 
Rembang yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan 
dan perkembangan Peraturan Pemerintahan Daerah; 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 
ayat l Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah; 

Menimbang 

BUPATI REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ORGANISASl DAN TATA KERJA PERANGKAT OAERAH 
KABUPATEN REMBANG 

TENT ANG 

NOMOR 20 T AHUN 2003 

PERATURAN DAER.AH KABUPATE~ REMBANG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TAUUN 2003 NOMOR 20 
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6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 1999 tentang Telcnis Penyusonan Peraturan 
Penmdang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang­ 
undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahllll.1999 Nomor 70); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4262); 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
pokok Kepegawaian jo Undang-undang 43 Tahun I 999 
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1999 " 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848 ); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik • 
Indonesia TahWt 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839 ); 

I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
inglrungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPA TEN REMBANG. 

Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH K.ABUPATEN REMBANG 

Dengan Persctnjuan 

11 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 24 Tahun 2001 ten.tang Lembaran Daerah dan 
Berita Damm. 

... 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk 
Hukum Daerah; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan 
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 

7. Keputusan Bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Menteri Dalarn Negeri Nomor 
01/SKB/M.P AN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Weweoang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

' 

l. 
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a t 

.. 

Dal3111 Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rembang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuparen Rembang; 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang; 
4. Bupati adalah Bupati Rembang; 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang; 
6. Pirnpinan DPRD adalab Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD; 
7. Perangkat Daerah adalab Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah 

yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong 
Praja sesauai dengan kebutuhan Daerah; 

8. Sekretariat Daerah adaJah Sekretariat Daerab Kabupaten Rembang; 
9. Sekretariat Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
K.abupaten Rembang; 

10. Dinas Pertanian dan Peternakan adalab Dinas Pertanian dan Petemakan 
Kabupaten Rembang; 

11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Keseharan Kabupaten Rembang; 
12. Dinas Pendidikaa adalah. Dinas Pcndidikan Kabupaten Rembang; 
13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umwn Kabupaten 

Rembang; 
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Rembang; 
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang; 
16. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhuhungan Kabupaten Remhang; 
17. Dinas Kesejahteraan Sosial., Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas 

Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kaja dan Transmigrasi K.abupaten 
Rem bang; 

18. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Rembang; 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 
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19. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas 
Pertambangan, Energi dan Lingkimgan Hidup Kabupaten Rembang; 

20. Dinas Pendapat.an dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang; 

21. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya adalah Dinas Pariwisata dan Seni 
Budaya Kabupaten Rembang; 

22. Lembaga Teknis Daerah ada1ah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena 
sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah; 

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang; 

24. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten 
Rembang: 

25. Badan Kepegawaian Daerah ada1ah Bad.an Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Rem bang; 

26. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang; 

27. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Rem bang 

28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang; 

29. Kantor Kebersihan dan Pertamaoan adalab Kantor Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Rembang; 

30. Kantor PCIJ)USlakaan. Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik adalah 
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elelctronik 
Kabupaten Rembang; 

31. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukao adalah Kantor Catatan Sipil dan 
Kcpcodudukan Kabupatcn Rcmhang; 

32. Unit Pelaksana Telmis adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas/Lembaga 
Teknis Dacrah Kabuparen Rembang; 

33. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 
34. Kelurahan adalah wilayah kcrja Lurah sebagai Perangkat Daerah 

di bawah Camat; 
35. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pcrangkat Pemerintah Daerah dalam 

memelihara ketentrarnan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan 
Daaah pada Pemerintah Kahupatcn Rembang; 

36. K.elompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang 
memmjukkan togas, tangglDlg jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam satuan kerja yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
kfflhJum atau keuampilan. 

- 

t 
I 
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Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 
a. Sekretariar Daerah; 
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
c. Dinas Pertanian clan Peternakan; 
d. Dinas Kesehatan; 
e. Dinas Pendidikan; 
f. Dinas Pekerjaan Umum; 
g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 
1. Dinas Perhubungan; 
J. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
k. Dinas Perikanan dan Kelantan; 
l. Dinas Pcrtambangan. Energi dan Lingkungan Hidup; 
m, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar; 
n. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya; 
o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
p. Bad.an Peogawas Daerah.; 
q. Badan Kepegawaian Daerah; 
r. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; 
s. Rumah Sakit Umum Daerah; 
t. Kantor Kesatuan Bangsa dan Pcrlindungan Masyarakat; 
u. Kantor Kebersihan clan Pertamanan; 
v, Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik; 
w. Kantor Catat.an Sipil dan Kependudukan; 
x. Unit Pelaksana Teknis; 
y. Kecamatan; 
z. Kelurahan; 
aa. Satuan Polisi Pamong Praja 
bb. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Penmgkat Daerah Kabupaten Rem.bang. 

Pasal 3 

Pasal 2 

PEMBENTUKAN 

BAB II 

f 
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(3) Struktur Organisasi Selaetm iat Dacrah sebagaimana dimaksud ayat (I), 
ta:diri dari : . 
a. Selaetm is Daerah; 
b. Asisten Tata Praja. terdiri dari: 

(2) Asisten Tata Praja disebut Asisten I, Asisten Kesejabteraan Rakyat 
disebut Asi.sten II, Asisten Administrasi disebut Asisten Ill. 

( l) Organisasi Sdactariat Dacrah tcrdiri dari 1 ( satu) Sckretaris Daerah, 3 
(tiga) Asisten, IO (sepuluh) Bagiaa, 30 (tiga puluh) SubBagian dan 
diblllltu olch Kdompok Jabatao Fungsional. 

Pasal 5 

(3) Dalam melaksaoakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), Sekretariat Daerab menyeleoggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian, pcrumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. pcoyelenggaraan administrasi pemerintahan; 
c. pengclolaan smnber daya kenangan, prasanma_ dan sarana 

pemerintaban daerah; 
d: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai deagan 

tugas dan fungsinya 

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok mcmbantu Bupati dalam 
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 
organisasi dan tata laksana scrta memberikan pclayanan administratif 
kepada seluruh Perangkat Daerah. 

( 1) Sekretmiat Daaah bcrbdudnkao sc-hagaj 1D1Sur pembaotu Pimpinan 
Pcmerintab Daerah, dipimpin olch sconmg Se.kretaris Daerah yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kcpada Bupati. 

... 
Pasal 4 

SEKRET ARIA T DAERAH 

BAB Ill 
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• 

i 

I. Bagian Pemerintahan, terdiri dari : 
a. SubBagian Pemerintahan Desa; 
b. SubBagian Panerintahan Dacrah; 
c. SubBagian Kaja sama Daerah. 

2. Bagian Hukum, terdiri dari : 
a. SubBagian Perundang-undangan; 
b. SubBagian Bantuan Hukmn dan Hak Azasi Manusia; 
c. Sub Bagian Analisis dan Kajian Hukwn. 

3. Bagian lnformasi dan Komunikasi, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Kajian Informasi; 
b. Sub Bagian Komunikasi; 
c. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi, 

c. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 
I . Bagian Perekonomian, terdiri dari : 

a Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Ekonomi; 
b. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: 
c. Sub Bagian Ketahanan Pangan. 

2. Bagian Kernasyarakatan, terdiri dari : 
a Sub Bagian Pendidikan, Mental Spiritual; 
b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi clan Kesehatan: 
c. Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya. 

3. Bagian Pengendalian Program, terdiri dari : 
a Sub Bagian Analisis Program; 
b. Sub Bagian Fasilitasi Program; 
c. Sub Bagian Pengendalian Pelaksaaaan Program. 

d. Asisten Administrasi, terdiri dari : 
I. Bagian Umum, terdiri dari : 

a Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi; 
b. Sub Bagian Rumah Tangga clan Perlengkapan: 
c. Sub Bagian Pembiayaan. 

2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Kelembagaan dan T atal.aksana; 
b Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah: 
c. Sub Bagian Kepegawaian. 

3. Bagian Keuangan, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Anggaran; 
b. Sub Bagian Perbendaharaan; 
c. Sub Bagi.an Pembukuan dan Verifikasi. 



( 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap 
DPRD, dipimpin oleh seorang Sekret.aris yang bertanggungjawab kepada 
Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 6 

SEK.RET ARIA T DPRD 

BAB IV 
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(9) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana 
tersebut pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

~ (8) Bagan organisasi Sckretariat Daerah tercannun dalam Lampiran I 
Peraturan Daerah ini. 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (3), berada 
di bawah ciao bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang dalam 
melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh scorang pejabat fungsional 
senior. 

(6) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. 

(5) Masing-masing Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3), dipirnpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Asisten yang bersangkutan. 

(4) Masing-masing Asisten sebagaimaoa tersebut pada ayat (3), berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

4. Bagian Kckayaan Daerah, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi; 
b. Sub Bagian Pemcliharaan dan Pemant.auan; 
c. Sub Bagian Inventarisasi. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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( 4) Masing-masing Sub Bagian scbagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin 
oleh seoraag Kcpala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung • 
jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. 

(3) Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masmg dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris DPRD. 

• 

.. 

( 2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (I). 
terdiri dari : 
a Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum, terdiri dari: 

l. Sub Bagian Tata Usaha clan Perlengkapan; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bagian Persidangan, terdiri dari : 
I. Sub Bagian Rapat dan Risalah; 
2. Sub Bagian Identifikasi dan Aspirasi. 

d. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari : 
I. Sub Bagian Pengk.ajian Hukum dan Pcrpustakaan; 
2. Sub Bagian Dokumeatasi, Humas dan Protokol. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

( 1) Organisasi Sek:retariat DPRD terdiri dari I (satu) Sekretaris, 3 (tiga) 
Bagian, 6 (enam) Sub Bagian dan dibantu oleh Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

Pasal 7 

(3) Dalam melaksanakan tu~ pokok scbagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : . 
a. fasilitasi rapat anggota DPRD; • 
b. pelaksaoaan urusan rumah tangga DPRD~ 
c. peogelolaan tata usaha DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 
kepada Anggota DPRD. 
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(1) Organisasi Dinas Pertaoiao dan Petemakao terdiri dari I (satu) Kepala 
Dinas, I (satu) Bagian. 4 (empat) Bidaog, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) 
Seksi dan dibaotu oleb Kelompok Jabatan Fungsional. -· 

·• Pasal 9 

(3) Dalam melaksanakao tugas pokok scbagairnana dimaksud dalam ayat (2), 
Dinas Pertanian dan Petcmakan mcnyclenggaralcan fungsi : 
a pcrumusan kebijakao tdmis di bidaog pertani.an dan pctemakan; 
b. pelaksaoaao pembinaan teknis di bidang pertani.an dan pctemakan; 
c. pcmberiao perizinan dan pelaksanaao pclayanan umum di bidang 

pertanian dan petemakan; 
d. pembinaan terbadap Unit Pclaksana Tcknis Dinas Pc:rtanian dan 

Pctemakan; 
e. pelaksanaan wusan ketaumsabaao Dinas Pe:rtaniao dan Petemakan. 

(2) Dinas Pcrtmrian dan Petanakan mempunyai tugas pokok meJaksauakao 
kewenaogan descntralisasi di bidang Pc:rtanian dan Petemakan. I 

(I) Dinas Pcrtanian dan Petemakan berkedudukan sd,agai unsur pclaksana 
Pemerintah Daerah. dipimpin oleb scorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kcpada Bupati melalui Sdaetaris Daerah. 

Pasal 8 

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 

BAB V 

(7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD schagaiUl808 
tersebut pada ayat (2), diteeapkan dengan Keputusan Bupati. 

.. 
( 

( 6) Bagan organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Daerab ini. 

(S) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana terscbut pada ayat (2), bc:rada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD yang dalam 
melaksanakao tugasnya dikoordinasikan oleh seonmg pcjabat fungsional 
senior. 
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(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Pertanian clan Petemakan. • 

• 

... 
) 

(4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleb seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertaoggung jawab kcpada Kcpala Bagian dan 
Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada K.epala Dinas Pertanian dan 
Petemakan. 

(2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Petemakan sebagaimaoa 
dimaksud ayat ( l ), terdiri dari : 
a. Kcpala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidaog Bina Program. terdiri dari ; 
1. Seksi Pereocanaan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Produksi, tcrdiri dari : 
I. Seksi Pcr1aniao Taoaman Pangan; 
2. Seksi Budidaya dan Produksi Peteroakan. 

e. Bidang Pcrlindungan, terdiri dari : 
l.Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan; 
2.Seksi Kescbatao Hcwan dan Pcngcmbangan Ternak. 

f Bidaog Bina Usaha, terdiri dari : 
l. Seksi Usaha Tani; 
2. Seksi Usaha Temak. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertaniao dan Petemakan: 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 



-------------------------~~~~~~~-- 
.. 

·• ( 1) Orgaoisasi Dinas Kesehatan tcrdiri dari I ( satu) Kepala Dinas, 1 ( satu) 
Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan 
dibantu oleb Kelompok Jabatan Fungsional . 

Pasal 11 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 
8. perumusan kcbijakan tcknis di bidaog kesehatan; 
b. pelaksaoaan pembinaan tdrnis di bidang Kesehatan; 
c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan wnum di bidang 

kesebatan; 
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehataa; 
e. pelaksanaan urusan ketatansabaan Dioas Kesehatan, 
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(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 
desentralisasi di bidang kesehatan. 

• 

(I) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 
Daerab dipimpin oleh seoraog Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekret:aris Daerah . 

Pasal 10 

DINAS KESEHAT AN 

BAB VI 

(8) Peojabarao tugas pokok dao fungsi Dinas Pertaoian dan Peternakan 
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusao Bupati. 

(7) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Petemakan tercantum dalam 
Lampiran ill Peraturan Daerah ini. L 

\ 
I 
I 
I 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan 
Petemakan yang dalam melaJcsanakan tugasnya dikoordioasikan oleb 
seorang pejabat fungsional senior. 
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(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
sc:orang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab • 
kepada Kepala Dinas Kcsahatan. 

t 

I 

( 4) SubBagian dan Seksi sebagaimana tcrscbut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala 
Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagairnana terscbut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawab dan bcrtanggungjawab kcpada Kepala Dines Kesehatan. 

(2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimalcsud ayat ( 1 ), 
terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha, tcrdiri dari : 

I. Sub Bagian Ummn; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

C. Bidang Bina Program. terdiri dari ; 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring, EvaJuasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Pelayanan Kesehatao dan Farmasi, terdiri dari: 
1. Seksi Pelayanan dan Sarana Kesebatan; 
2. Seksi Farmasi dan Makaoan. 

e. Bidang Pembcrantasan Peoyakit dan Pcnyebatan Lingkuogan, terdiri 
dari : 
I. Seksi Pc:ncegahan dan Pemberantasan Penyakit; 
2. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesebatan, terdiri dari: 
l. Seksi Prornosi Kesehatan dan Pembinaao Jaminan Pemeliharaan 

Kesebatan Masyarakai; 
2. Seksi Pembinaan Kesebalan lbu dao Anak, Keluarga Berencana 

dan Gizi. 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(I) Organisasi Dinas Pmctictilcan tr:ntiri dari 1 (saw) Kq,ala Dinm, l(satu) 
Bagian, 4 (rmpat) Biding. 2 (dua) SubBagjan, 8 (ddapan) Seksi dan 
dibantu olcb Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 13 

(3) Dalam melaksanakao togas pokok sebagairoaoa dimaksud dalam ayat (2), 
Dinas Pendidikao menyelenggarakan fangsi : 
a peawnosHD b:bijabn 1dmis di bidang pendic:hbn; 
b. pelaksaoaan pcmbimrm tamis di bidaog pc:odi~ 
c. pemberian pcrizinan dan pelaksanaao pclayanan umum di bidaog 

pcndidibn; 
d pembinwl 1abadap Unit Pclnksaoa Tcknis Dinas Pendi~ 
e. pelakSBDMD mus8D htatawJSBhaan Dinas Pcndidikan. 

( l) Dinas Pendidikan bmcdudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah. dipimpin oleh seorang Kq>ala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Selaetaais Daerah. 

(2) Dinas Pendidibn mtmpWlyai togas pokok melaksaoakao keweoangan 
dcsentraiisasi di bidang peodidilam. 

PasaJ 12 

DINAS PENDIDIKAN 

BAB VII 

(8) Penjabaran togas pokok dan fungsi Dinas Kaehatan sebagaimana 
tcrseblJt pada ayat (2). ditdapkan dmgan Kcputusan Bupati. 

(7) Bagan organisasi Dinas Kcsebatan tercantmn dawn Lampiran IV 
Penmmm Daerab ini. 

(6) Kclompok Jababm. Fungsional sebagairoaoa tersebut pada ayat (2) bc:rada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatao yang 
dalam melaksanakan mgasnya ctikoordinasilam olcb scorang pcjabat 
fimgsiooal senior. 

'-. 
I• 

' 

I ! .. 

I ~ 

' ( 
I 
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t 

(2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), 
terdiri dari : 
a Kepala Dinas; 
b. Bagiao Tata Usaba, terdiri dari: 

I. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pclaporan. 

d. Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan, terdiri dari: 
I. Seksi Tenaga Tcknis Taman Kaoak-kanak/Sckolah Dasar dan 

Pendidikan Luar Sekolah; 
2. Scksi T cnaga T eknis Sckolah Mcnengah Pertama/Sckolah 

Menengah Aa.sl Sekolah Mcneogah Kejuruan . 
e. Bidug Pendidik.an Dasar Mencogah, terdiri dari : 

1. Seksi Taman Kanak-kanak/RhoudlotuJ Atfal dan Sekolah 
Dasar/Madrasah lbtida 'iyah; 

2. Seksi Sekolah Meneugah Pertmna/Mad.J-ua T sanawiyah dan 
Sekolah Mcncogah AtaslMadrasah Aliyah/Sckolah Meuengah 
Kejmuan. 

f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pcmuda, Olah Raga dan 
Kcbudayaan terdiri dari : 
1. Scksi Peodidibn Non Formal dan Pemuda; 
2. Scksi Olah Raga dan Kebudayaan. 

g. Unit Pelaksana Tcknis Dinas Pc:nd.idikan; 
h. Kelompok Jabatao Fungsional. 

(3) Bagian dan Bidang stbagaimana ta'SCbtrt pada ayat (2), masiog-masing 
dipimpin oleh sconmg Kcpala Bagian dan Kcpal.a Bidang yang berada di 
bawah clan bcrtangguug jawab kcpada Kcpala Dinas Pc:ndidikan. 

(4) Sub Bagiao dan Scksi sebagai11MID8 trnebut pada ayat (2), JJWing- 
masing dipimpin olcb scorang Kc:pala SubBagian dan .Kcpala Scksi yang • f. 
berada di bawah dan bc:l1mgung jawab kepada Kepala Bagian dan 1 
Kepala Bidaog yang bersaogkutan. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam ayat (2), 
Dinas Pekerjaan Umwn menyelenggarakan fungsi : 
a perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum; 
c. pemberian perizinan dan pelalcsanaan umum di bidang pekerjaan 

umwn; . 
d, pembinaan tcrbadap Unit Pclaksana Tcknis Dioas Pclcerjaan Umum; 
e. pclaksanaan musan ketatausabaan Dinas Pekerjaan Umum. 

(3) 

Dinas Pekerjaan Umum mcmpunyai tugas pokok melaksanak.an 
kewenangan deseotralisasi di bidang pekerjaan wnum. 

(2) 

Dinas Pekerjaan Umum berkcdudubn sebagai unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah., dipimpin oleh seonmg Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kcpada Bupati melalui Sckretaris Damm. 

(1) 

Pasal 14 

DINAS PEKERJAAN UMUM 

(8) Penjabaran tugas pokolc dao fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana 
tersebut pada ayat (2). ditetapkan deogan Keputusan Bupati. 

BAB vm 

(7) Bagan organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan Daerah ini. 

(6} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terscbut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan yang 
dalam mebksanakan tugasnya d.ikoordinasikan oleh seorang pejabat 
fungsional senior. 

(5) Unit Pelaksana Tekois sebagaimana tcrsebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Kcpala Dinas Peodidilcan. 
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Pasal 15 
- i 

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari 1 (satu) Kcpala Dinas, 1 
(satu) Bagian, 4 (empat) Bidaog, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi .j dan dibantu olch Kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud 
ayat ( l ), terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring, EvaJuasi dan Pelaporan. 

d. Bidaag Jalan dan Jembataa, terdiri dari : 
3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; 
4. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 

e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari : 
1. Seksi Pembangunan dan Penatagunaan Sumber Daya Air; 
2.Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air. 

f. Bidang Pcrumahan dan Pemukiman, tcrdiri dari : 
1. Seksi Pemukiman dan Prasarana; 
2. Seksi Tata Ruaog dan Tata 1.aksana Bangunan. 

g. Unit Pelaksaoa T eknis Dinas Pekcrjaan Umum; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana ta'sebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Dinas Pekerjaao Umum. 

(4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana terseblrt pada ayat (2), masing- 
masing d.ipimpin oleh seoraog Kepala Suh BagiaD dan Kepala Seksi yang 

e 1 berada di bawah dan bemmggung jawab kepada Kepa1a Bagian dan 
Kepala Bidang yang bersangkutan. 
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(3) Dalam melaksanakao tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 
a pennnusan kebijakan teknis di bidaog kehutanan dan perkebunan; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kehutanan clan perkebunan; 
c. pemberian perizinan dart pelaksanaan pelayanan wnum di bidang 

kehutanan clan perkebunan; 
d. pembinaan terlaadap Unit Pelak.sana Tclmis Dinas Kchut.anan dan 

Perkebunan; 
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kebutanan dan Perkebunan. 

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan memptmyai tugas pokok melaksanakan 
keweoangan deseotralisasi di bidaag kebutanan dan perkebunan. 

( l) Dinas Kebutanan dan Perkebunan berlccdudulcan sebagai unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah, dipimpin oleb seonmg Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

" 
Pasal 16 

DlNAS KEHUT ANAN DAN PERKEBUNAN 

BAB IX 

(8) Peojabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umwn sebagaimana 
tersebut pada ayat (2), ditetapkan deogao Keputusan Bupari. 

(7) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran VI 
Peraturan Daerah ini. 

( 5) Unit Pelaksana T eknis sehagaimana tc:rsebut pada ayat (2 ), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Kepala Dinas Pekcrjaao Umwn. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), bcrada 
di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
yang dalam mclaksaoakan tugasnya dikoordinasikan oleb seorang 
pejabat fungsiooal senior. 
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(4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimaoa tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kcpala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), mas.ing-masiug 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagiao dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan. 

• 

• 

(2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkcbunan sebagaimana 
dimaksud ayat (I) terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program. terdiri dari; 
I. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidaag Bina Produksi., terdiri dari: 
I. Seksi Budidaya dan Pengembangan Produksi; 
2. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil. 

e. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan. terdiri dari : 
I. Seksi Aneka Usaha; 
2. Seksi Kelembagaan. 

f Bidang Rehabilitasi dan Pedindungan, terdiri dari: 
l. Seksi Rehabilitasi; 
2. Seksi Perlindungan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

( t) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari I ( sam) Kepala 
Dinas, l(satu) Bagian., 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) 
Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

l 
I 
1 

- ~ 

PasaJ 17 
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(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalcsud da1am ayat (2 ), 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyeleoggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, 

invesmsi dan koperasi; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, 

investasi dan Koperasi; 
c. pemberian perizinan dan pelaksanaao pelayanan um.um di bidang 

pcrin~, pcrdagangao, investasi dan koperasi; 

(2) Dinas Perindustrian, Pcroagangan dan Koperasi mcmpunyai togas pokok 
melaksanakan kewenangan deseotralisasi di bidang perindustrian, 
perdagangan, investasi dan koperasi. 

(I) Dinas Pcrindustrian, Peroagangan dan Koperasi berk.edudukan seoagai 
unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada di bawah dan bertsnggung jawab kepada Bupati meJalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 18 .. 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 

(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
sebagairnana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB X 

(7) Bagan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan tercantum dalam 
Lampiran VII Peraturan Daerah ini. 

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertaaggung jawab 
kepada Kcpala Dinas Kebutanan dan Pcd:ebunan. 

(6) Kelompok Jabstan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawab dan bertanggung jawab kepada K.epala Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan yang dalam melaksanakan tugasoya di.koordinasikan oleh 
seorang pejabat fungsional senior. 



30 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah clan bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi; 

• 

• 

(2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Pcrdagangan dan Koperasi 
sebagairoaoa dimaksud ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Perindustrian, terdiri dari : 
l. Seksi Usaha lndustri; 
2. Seksi Produksi. 

e. Bidang Pcrdagangan dan Investasi, te:rdiri dari : 
l. Seksi Perdegangan; 
2. Seksi Investasi dan Promosi. 

f. Bidang Koperasi , terdiri dari : 
1. Seksi Kelembagaan dan Usaha; 
2. Seksi Permodalan dan Kemitraan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

( l) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari I 
(satu) Kepala Dinas, l (sani) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) 
Subfsagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleb Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

Pasal 19 

d. pembinaan terbadap Unit Pclaksana Tcknis Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi; 

e. pelaksanaan urusan ketatansabaao Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi. 



-- ------------------- 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam 
ayai (2). Dinas Perhuoungan menyelenggarakan fungsi : 
a pcrumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perhubungan: 

.. 
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(2) Dinas Perhubungan rnempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 
desentralisasi di bidang perhubungan. 

( l ) Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 20 

DINAS PERHUBUNGAN 
• 

BAB XI 

(8) Peojabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(7) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
tercantum dalam Lampiran VIlI Peraturao Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi yang dalam melak.sanakan tugasnya 
dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsiooal senior. 

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana terscbut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 

( 4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2 }, masing­ 
masing dipirnpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang 
berada di bawah dao bcnanggung jawab kepada Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang yang bcrsangkutan~ 
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., 

. .. 
(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas Perhubungan. 

• 

(2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
t.erdiri dari : 
a Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata U saha , terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan . 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d Bidang Latu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari: 
1. Seksi Latu Lintas Jalan; 
2. Seksi Angkutan Jalan . 

e. Bidang Teknik Kendaraan, Jasa Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari: 
1. Seksi Teknik Kcndaraan; 
2. Seksi Rekayasa Latu Lintas, Jasa Pos dan Telekomunikasi . 

f Bidang Perhubungan Laut , terdiri dari : 
1. Seksi Lalu Lintas Ang]rntan Laut dan Kenavigasi.an; 
2. Seksi Kepelabuhan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, l(satu) 
Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi clan 
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. pemberian perizi.nan clan pelaksanaan pelayanan wnum di bidang 
perhubungan; 

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan; 
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan. 

• Pasal 21 



(3) Dalmn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalmn ayat (2 ), 
Dinas Kcsejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
menyelenggarakan fungsi : 

(2) Dinas Kcsejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrmi mempunyai 
togas pokok melaksaoakan kewenaogan desentralim di bidang 
kcsejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. 

(I) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dao Tnmsmigrasi 
berkedudukan sebagai WlSUI' peJaksana Pemerintah Daenh, dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 22 

.... s» 

DINAS KESFJAHfERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI 

BAB XII 

(8) Pcnjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perlmbuogao sd>agairoBDa 
tersebut pada ayat (2), ditetapkan deogan Kcputusan Bupati. 

(7) Bagan organisasi Dinas Perhubengen tercantum dalam Lampiran IX 
Peraturan Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan yang 
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleb scorang pejabat 
fungsional senior. 

(4) Sub Bagian dan Seksi sehagaimana tenebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Scksi yang 
berada di bawah dan bertangguug jawab bpada Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(5) Unit Pelaksana Tcknis sebagaimana tersebut pada ayat (2). dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Perhubungan. 
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( 2) Struktur Organisasi Dinas Kesejateraan Sosial, Tenaga Kcrja dan 
T ransmigrasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, t.c:rdiri dari: 
I. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Bina Kesejateraan Sosial, terdiri dari : 
1. Seksi Partisipasi Sosial Masyarakat dan Nilai Kcpcloporan; 
2. Seksi Pelayanan dan Rebabilitasi Sosial. 

e. Bidang Perlindungan Sosial dan Peogawasan Tenaga Kerja, 
terdiri dari: 
1. Seksi Perlindungan Sosial; 
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja 

f. Bidang Pembinaan dan Penemparan Tenaga Kaja dan Transmigrasi, 
terdiri dari : 
l. Scksi Pcocmpatan dan T ransmigrasi; 
2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

( l ) Organisasi Dinas Kesejateraan Sosial, T enaga Kerja dan T ransmigrasi 
terdiri dari I (satu) Kepa]a Dinas, l (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 
(dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

Pasal 23 

a. perurnusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, teaaga 
kerja clan transmigrasi; 

b. pelaksanaan pembinaan tcknis di bidang kcscjahteraan sosial, tenaga 
kerja dan transmigrasi; 

c. pemberian perizinan dan pelaksaaaan pelayanan ummn di. bidang 
kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan traosmigrasi; ,. 

d. pembinaan temadap Unit Pelaksaaa Teknis Dinas Kesejahtcraan 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

e. pclaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kesejahteraan Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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BAB XIII 

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 

Pasal 24 

( J) Dinas Perikanan dan Kelautan berlc.edudukan sebagai unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang bersda di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah. 

.. 

(8) Penjabarao tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteiaan Sosial, T c:naga 
Kerja clan Transmigrasi sebagaitnana tersebut pada ayat (2), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(7) Bagan organisasi Dinas Kesejaht.craan Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kesejahteraan 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang daJam melaksanakan 
tuga.snya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior. 

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana terscbut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kcpala Dinas Kesejahteraan Sosial , Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 

( 4) SubBagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala 
Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), rnasing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertaaggung jawab k.epada Kcpala Dinas K.esejabteraan 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

• 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejateraan Sosial, Tenaga Kerja 
danTransmigrasi. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana 
dimaksud ayat (1), terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Produksi, terdiri dari : 
1. Seksi Budidaya dan Pembenihan; 
2. Seksi Penangkapan. 

e. Bidang Bina Usaha dan Pcngolahan Hasil, terdiri dari: 
1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 
2. Seksi Bina Usaha clan Kemitraan. " 

f Bidang Swnber Daya Kelautan, terdiri dari : 
1. Seksi Konservasi Kelautan; 
2. Seksi Pengembangan Potensi Kelautan. 

( I ) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelaut.an terdiri dari I ( satu) Kepala 
Dinas, J(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 
(delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 25 

• 
(3) Dalam melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perikanan dan kelautan; 
c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

perikanan clan kelautan; 
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan 

Kelautan; 
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perikanan dan Kelaut.an. 

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kewenangan desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan. 
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( 1) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup . berkedudukan 
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

DINAS PERT AMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal 26 

(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan 
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan deogan Keputusan Bupati. 

BAB XIV 

' 
(7) Bagan organisasi Dinas Perikanan dan Kclautao tercantum dalam 

Lampiran XI Pcraturan Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan clan 
Kelautan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh 
seorang pejabat fungsional senior. 

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. 

(4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian clan Kepala Seksi yang 
berad.a di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana t.crsebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan 
Kelautan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

l 

l: 

! 
i 

~ 

.. 
• 

• 

I • 
I 
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, . 

(2) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud ayat (I), terdiri dari : 
a. Kcpala Dinas; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umwn; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
1. Seksi Perencaaaan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Pengusahaan, terdiri dari : 
l. Seksi Bina Produksi; 
2. Seksi Bina Usaha. 

• 
( J ) Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdiri 

dari l (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) 
Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleb Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

• 
p~ 27 

., (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayar (2), 
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan 
fungsi: 
a perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan, energi dan 

lingkungan hidup; 
b. pelaksanaan pcmbinaan teknis di bidang pertambangan, energi dan 

ling1cungan hidup; 
c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

pertambangan, energi dan lingkungan hidup; 
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan, 

Energi dan Linglrungan Hidup; 
e. pelaksanaan urusan ketatausabaan Dinas Pertambangan, Energi dan 

Lingkungan Hidup. 

(2) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertambangan, 
energi dan lingkungan hidup. 
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(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan, Energi clan 
Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan 
dc:ngao Kcputusan Bupati. 

(7) Bagan organisasi Dinas Pcrtambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini, 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tcrsebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertarnbangan, 
Energi dan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugasnya 
dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior. 

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung Jawab 
kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup. 

Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-rnasing 
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala 
Bidang yang bersangkutan. 

(4) 

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian clan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan, 
Energi dan Linglrungan Hidup. 

(3) 

e. Bidang Pengembangan, terdiri dari : 
1. Seksi Daya Guna Energi dan Air Bawah Tanah; 
2. Seksi Daya Guna Tambang. 

f. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari : 
l. Seksi Pemulihaa; 
2. Seksi Pencegahan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan 
Hidup; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

• 
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(2) Struktur Organisasi Dinas Pet,dapatan dan Pcngelolaan Pasar 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a. Kepala Dinas: 

--­ . 
( l) Organisasi Dinas Pendapatan dan Pmgelolaan Pasar tadiri dari I ( satu) 

Kepala Dinas., I(satu) Bagiaa, 4 (empat) Bidaog. 2 (dua) Sub Bagum, 8 
(delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

i 

J 
Pasal 29 

.. 

(3) Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaks11d dalam 
ayat (2). Dinas Pendapatan dan Pcogelolaan Pasar menyclenggarak.an 
fungsi : 
a. perumusan kcbijakan tcknis di bidang pendapatan dan pengelolaan 

pasar; 
b. pelaksanaan pem.binaan telmis di bidang pendapatan dan 

pengelolaan pasar; 
c. pemberian perizinan dan pclaksanaan pelayaoan umwn di bidang 

pendapatan dan pengelolaan pasar; 
d, pembinaao t.erhadap Unit Pclaksana T dmis Dinas Pendapatan dan 

Peagelolaan Pasar; 
e. pelaksanaao urusan ketatausabaau Dinas Pendapatao dan Peagelolaan 

Pasar. 

(2) Dinas Pendapatan dan Pcngelolaan Pasar mcmpunyai tugas pokok 
melaksanakao kewmaogan desentralisasi di bidang pendapatan daerah 
dan pengclolaan pasar. 

(I) Dinas Pendapatan dan Pengclolaan Pasar bedcdudukan sebagai uosur 
pelaksana Pernerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sdaetaris 
Daerah. 

.. Pasal 28 

DINAS PENDAPATAN DAN PENGEWLAAN PASAR 

BAB XV 
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(7) Bagan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar tercantum 
. dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan Ftmgsional scbagaimana tcrscbut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan clan 
Pengelolaan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya dikoonlinasikan 
oleh seorang pejabat fungsional senior. 

( 4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersc:but pada ayat (2), masing-masinr 
dipimpin oleh seonmg Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala Bagian dan Kepala 
Bidang yang be:rsangkutan. 

(5) Unit Pelaksana Tdmis sebagaimma terscbut pada ayat (2), dipimpin oleb 
sconmg Kcpala UPT yang berada di bawah dan bertaoggwtg jawab 
kepada Kepala Dinas Peodapatao dan Peagelolaan Pasar. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimma tc:rsebut pada ayat (2 ), masmg-masing 
dipimpin oJeh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pcndapatan dan 
Pengelolaan Pasar. 

b. Bagian Tata Usaba, terdiri dari : 
I. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
I. Seksi Pereocanaan dan Monitoring; 
2. Seksi Pengkajian dan Evaluasi . 

d, Bidang Penerimaan, terdiri dari : 
1. Seksi Pendataan dan Penetapan; 
2. Seksi Penagihan dan Keberatan. 

e. Bidang Bina Pasar, terdiri dari: 
I . Scksi Peogembangan Pasar; 
2. Seksi Daya Guna Pasar. 

f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : 
1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi: 
2. Seksi Penycdiaan Bc:nda-benda Bcmarga dan Pelaporan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peodapatan dan Pengelolaan Pasar: 
h. KeJompok Jabatan Fungsional. 

• 
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(2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya sebagaimana 
dimaksud ayat (1), terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

( 1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari I ( satu) Kepala 
Dinas, l (satu) Bagian, 4 (em.pat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 
8 (delapan) Seksi dan d.ibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional; 

Pasal 31 

(3) Dal3111 melaksanakan tugas pokok sebagaiman'a dimaksud dalam 
ayat (2), Dinas Pariwisata dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pariwisata clan seni budaya; 
c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan mnum di bidang 

pariwisata dan seni budaya; 
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana T eknis Dinas Pariwisata dan 

Seni Budaya; 
e, pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya. 

(2) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai togas pokok 
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pariwisata clan seni 
budaya 

(1) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

PasaJ 30 

DINAS P ARIWISAT A DAN SENI BUDAY A 

BAB XVI 

(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2 ), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 



(7) Bagan organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya tercantum dalam 
Lampiran XIV Peraturao Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepa.da KepaJa Dinas Pariwisata dan 
Seni Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh 
seorang pejabat fungsional senior. 

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tcrsebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya. 

(4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleb .seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian clan 
Kepala Bidang yang bersanglrutan. 
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(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat {2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Seni 
Budaya. 

I ~ 

I . 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari ; 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari : 
1. Seksi Obyek Wisata; 
2. Seksi Sarana Wisata. 

e. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, terdiri dari : 
1. Seksi Promosi Pariwisata; 
2. Seksi Penyu]uhan Pariwisata 

f. Bidang Seni Budaya, terdiri dari: 
l . Seksi Pernbinaan Seni Budaya; 
2. Seksi Atraksi Seni Budaya 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Seni Budaya; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a Kepala Badan; 

( 1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 ( satu) 
Kepala Badan, I (satu} Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 
(enam) Sub Bidang dan diban.tu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 33 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah meoyelenggarakan fungsi : 
a perumusan kebijakan teknis di bidang percncanaan pembangunan 

daerah; 
b. pelaksanaan pcmbinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan 

daerab; 
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 
d. pelaksanaan urusan ketatausabaan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai rugas pokok 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 
daerah. 

( 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur 
pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 32 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB XVII 

(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya 
sebagairnana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupari. 
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(7) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tcrcantum 
dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini, 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dao bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan 
Pcmbangunan Daerah yang dalam melaksanakan tugasoya 
dikoordinasikan oleh scorang pejabat fungsional senior. 

(5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertaaggung jawab 
kepada Kepala Badan Perencanaan Pcmbangunan Dacrah. 

(4) Sub Bagian dan SubBidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian clan Kepala SubBidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan 
Kcpala Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagairnana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 
l. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Ekonomi, tcrdiri dari ; 
1. SubBidang Perhubungan dan Pariwisata; 
2. SubBidang Pertanian dan Perindustrian., Perdagangan dan 

Koperasi, 
d. Bidang Pemerintahao clan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari : 

1. SubBidang Pemerintahan; 
2. SubBidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya. 

e. Bidang Fisik dan Prasarana, tcrdiri dari: 
1. SubBidang Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Tata Ruang; 
2. SubBidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

f. Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

. 
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(2) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud 
ayat ( l ), terdiri dari : 
a Kepala Sadan; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

l. Sub Bagian Administrasi; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut. 

(I) Organisasi Sadan Pengawas Daerah terdiri dari I ( satu) Kepala Badan, 
I (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian., 6 (enam) Sub 
Sidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 35 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasao; . 
b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pelaksanaao tugas pembantuan; 
c. pembinaan terbadap Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Daerah; 
d. pelaksanaan urusan ketatausahaao Badan Pengawas Daerah. 

(2) Badan Pengawas Daerah mcmpunyai tugas pokok melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah · 
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas 
pembantuan. 

( 1) Badan Pengawas Daerah berlcedudukan scbagai unsur pelaksana tugas 
tertentu Pernerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepa)a yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 34 

BADAN PENGAW AS DAERAH 

BAB xvm 

(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
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(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sadan Pengawas Daerah sebagaimana 
tersebut pada ayat (2), dit.etapkan dengan Kcputusan Bupati. 

(7) Bagan organisasi Badan Pengawas Daerah tercantwn dalam Lampiran 
XVI Peraturan Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairoana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Daerah 
yang dalaln mclaksaoakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang 
pejabat fungsional senior. 

(5} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpia oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Sadan Pengawas Dacrah. 

(4) Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang 
yang berada di bawab dan bertaaggung jawab kepada Kepala Bagian clan 

• Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2 ), masing-rnasing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kcpala Badan Pengawas Daerah. 

c. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari ; 
1. SubBidang Pemerintahan; 
2. SubBidang Somber Daya Aparatur. 

d, Bidang Ekonomi, terdiri dari : 
1. SubBidang Ekonomi Produksi; 
2. SubBidang Prasarana Ekonomi. 

e, Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari : 
1. SubBidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat; 
2. SubBidang Kesejahteraan Masyarakat. 

f. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Daerah; 
g. Kelompok Jabatao Fungsional. 



• 
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(2) Struktur Organisasi Badan Kcpcgawaian Daerah sebagaimana dimaksud 
ayat ( I ), terdiri dari : 
a Kcpala Badaa; 
b. Bagiao Tata Usaha, tcrdiri dari : 

1. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Peogembangan Pegawai, tcrdiri dari ; 
1. SubBidang Pengembangaa Kaner dan Jabatan; 
2. SubBidang Pendidikan dan Larihan. 

(1) Orgaaisasi Sadan Kepcsawaian Dacrah terdiri dari I (satu) Kepala 
Badan, l(satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (eoam) 
Sub Bidang dan dibantu oleb Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 37 

(3) Dalam melaksaoakan togas pokok sebagairoana dimaksud dalam ayat (2), 
Badan Kepegawaiao Daerab menyeleoggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijalam tdmis di bidang pcogclolaan kepcgawaian 

daerah; 
b. pelaksanaan pembinaau tcknis di bidang pengelolaan kepegawaian 

daerah; 
c. pembinaan terbadap Unit Peiaksana Tcknis Sadan Kcpegawaian 

Daerah; 
d. pelaksanaan urusan ketatausabaan Badan Kepegawaian Daerah. 

(2) Bad.an Kepegawaian Dacrah mempunyai tugas pokok mclaksaoakan 
tugas pemaintahao di bidang pcogclolaan kc:pegawaian daerah. 

(I) Bad.an Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas 
tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 36 

BADAN KEPEGAW AlAN DAERAH 

BAB XIX 



(8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Da.erah 
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(7) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah tereantum dalam Lampiran 
XVII Peraturan Daerah ini. 
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(5) Unit Pelaksana Telmis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Sadan Kepegawaian Daerah. 

( 6) Kelompok Jabatan Fungsional sehagaimaoa tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah. yang dalam melaksanakan tugaso:ya dikoordinasikan oleh seorang 
pejabat fungsional senior. 

I .. 
I 

I • 
I 

Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(4) 

Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah. 

(3) 

d. Bidang Mutasi, terdiri dari : 
1. SubBidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai; 
2. SubBidang Kepangkatan dan Penjenjangan. 

e. Bidang Bina Pegawai, terdiri dari : 
1. SubBidang Kesejahteraan Pegawai; 
2. SubBidang Bina Disiplin dan Peodampingan Pegawai. 

f Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Struktur Organisasi Badan Kcluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a Kepala Badan: 

( I) Organisasi Badan Kcluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 
terdiri dari l (satu] Kepala Badan , I (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang. 2 
(dua) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang clan dibantu oleh Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

Pasal 39 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2 ), 
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan 

pemberdayaan masyarakat; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kelaurga berencana dan 

pemberdayaan masyarakat; 
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; 
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

(2) Badan Keluarga Berencana clan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 
tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. 

( l ) Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan 
sebaga.i unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati rnelalui Sekretaris Daerah. 

I 
. I 

I 

Pasal 38 

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAY AAN MASY ARAKA T 

BAB XX 



(7) Bagan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pcmbcrdayaan 
Masyarakat tercantum dalam Lampiran XVIIII Peraturan Daerah ini. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang dalam melaksanakan 
tngasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior. 
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( 5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2 ), dipirnpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 

• bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badao Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Masya:rakat. 

(4) Sub Bagian dan Sub Bidang scbagaimaoa tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpaia Bagian clan 
Kepala Bidang yang bc:rsangkutan. 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 
1. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari 
1. SubBidang Pengendalian Kelahiran; 
2. Sublsidang Komunikasi, lnformasi, Edukasi dan Advokasi 

Pemberdayaan. 
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Rcmaja, terdiri dari : 

I. SubBidang Pemberdayaan Perempuan; 
2. SubBidang Pemberdayaan Anak dan Remaja. 

e. Bidang Ketahaoan Masyarakat, terdiri dari ; 
1. SubBidang Usaha Ekonomi Masyarakat ; 
2. SubBidang Sosial Masyarakat. 

f Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan 
Pembenlayaan Masyarakat; 

g. Kelompok Jabatan. Fungsional. 
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(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud 
ayat ( I }, terdiri dari : 
a K~ 

(1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala 
RSUD, l(satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagiaa, 6 (enarn) 
Sub Bidang clan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasa.l 41 

(3) Daiam melaksanakan tugas pokok sebagaimana d.imaksud dalarn ayat (2 ), 
Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :_ 
a. perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang upaya kesehatan 

di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi penyembuhan, pemulihan 
dan pelaksanaan upaya rujukan; 

b. peounjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
pengembangan clan mutu pelayanan kesehatan; 

c. pelaksanaan urusan ket:atausahaan Rumah Sakit Umum Daerah. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah mcmpunyai tugas pokok mcmban:tu Bupati 
dalam melaksanakan upaya kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 
penyembuhan, pemulihaa, serta melaksanakan upaya rujukan. 

(I) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas 
tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawab dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 40 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

(8) Penjabaran tugas pokok fungsi Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XXl 
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(7) Penjabaran tugas pokok fungsi Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan · Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2 ), 
ditctapkan dcngan Kcputusan Bupati. 

(6) Bagan orgaaisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam Lampiran 
XIX Peraturan Daerah ini, 

{5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tcrsebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada K.cpala Rumah Sakit Umum 
Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasilcan oleh 
seorang pcjabat fungsional senior. 

' ( 4) SubBagian dan SubBidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleb sconmg Kepala SubBagian dan Kepala SubB.idang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(3) Bagian dan Bidang sebagaimaoa tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpio oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum 
Daerah. 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 
1. SubBagian Umum; 
2. SubBagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program. terdiri dari ; 
1. SubBidang Perencanaan, Monitoring dan Sistem lnfonnasi 

Manajemeo; 
2. SubBidang Rekam Medis, 

d. Bidang Pclayanan Medis, terdiri dari: 
1. SubBidang Pclayanan dan Penunjang Medis; 
2. SubBidang Sarana Pelayanan. 

e. Bidang Kepcrawatan, terdiri dari : 
l. SubBidang Asuhan Kcperawatan; 
2. SubBidang Mutu Keperawatan. 

f Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Struktnr Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa clan Pertindungan 
Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( l ), terdiri dari : • j 
a. Kepala Kantor; I 
b. SubBagian Tata U~ 
c. Seksi Kesatuan Bangsa; 

( 1 ) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri 
dari, 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) SubBagian, 3 (tiga ) Seksi dan 
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 43 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa 

dan ketahanan serta perlindungan masyarakat; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidaog kesatuan bangsa dan 

ketahanan serta perlindungan masyarakat; 
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Perlindungan Masyarakat; 
cl pelaksanaan urusan ketatansabaan Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat. 

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas 
pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan kesatuan 
bangsa dan ketahanan serta perlindungan masyarakat. 

( l) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan 
sebagai unsur pelaksana togas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 42 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASY ARAKAT 

BAB XXII 



( 1) Kantor Kebersihan dan Pertamansn berkedadukan sebagai unsur 
pelaksaua tugas tertentu Pemcrintah Daerah dipimpin · oleh seorang 
K.epala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

I . 

Pasal 44 

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERT AMANAN 
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BAB XXIII 

(7) Penjabaran tngas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Baagsa dan 
Perlindungan Masyarakat sehagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan 
deogan Kcpuwsan Bupati. 

(6) Bagan orgeaisasi Kantor Kcsatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
tercantum dalam Lampiran XX Pe.raturan Daerah ini. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada 
di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Perlindungan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya 
dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior. 

(4) Unit Pclaksana Teknis sebsgaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor Kesa1uan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 

(3) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 

d. Seksi Perlindungan Masyarakat~ 
e. Seksi Kdabanan Bangsa; 
f. Unit Pe-Jaksaoa Tcknis Kantor Kcsatuan Bangsa dan Perlindungan 

M~ 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(4) Unit Pelaksana Telmis sebagaimana tcrsebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan. 

. I 

(3) SubBagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersihan dan 
Pertamanan. 

(2) Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana 
dimaksud ayat ( l ), terdiri dari : 
a Kepala Kantor; 
b. SubBagian Tata Usaha; 
c. Seksi Kebersihan; 
d. Seksi Pertamanan clan Pemakaman; 
e. Seksi Pemadam Kebakaran dan Pemeliharasn Salman; 
f. Unit Pelaksana Teknis Kantor Kebersihan clan Pertamanan; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(1) Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari I (satu) 
Kepala Kantor, l (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi dan dibantu oleb 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 45 

(2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan kebersihan, 
pertamanan, pemadaman kebakaran dan pernakaman. 

(3) Dalam melak.sanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Kantor Kebersihan clan Pertamanan menyelenggarakan fungsi : 
a perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebersihan, 

pertamanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman; 
b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan kebersihan, 

pertarnanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman; 
c. pembinaan terhadap Unit Pelsksana Teknis Kantor Kebersihan dan 

Pertamanan; 
d. pelaksan.aan urusan ketatausahaan Kantor Kebersihan clan 

Pertamanan. 



(3) Dalam melak:saakan tugas pokok. sebagaimaoa dimalcsud dalam ayat (2), 
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Peogelolaan Data Elektronik 
mcnyeleoggarakan fimgsi : 
a penunusan kebijakao teknis di bidang pengelolaan perpustakaaa, 

kearsipan dan data elek1ronik; 
b. peJaksarumn pembinaan tdmis di bidaag pcngclolaan pcrpustakaan, 

kearsipan dan data elektronik; 
c. pembinaao terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan, 

Kcarsipan dan Pc:ngclolaan Data~ 
d pelaksanaan U1US1D k'r:tawJsabaan Kant.or .Perpusmkaan. Kemsipan 

dan Pengelolaan Data Elektronik. 
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(2) Kantor Perpustakaan, Kcarsipan dan Pengelolaan Data Elektronik 
mrmpunyai togas pokok melaksanakan tngas pcmcrintahan di bidang 
pcngelolaan pcrpustakaan. kcarsipan dan data elektronik. 

( l) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik 
berk.cdudukan sebagai unsur pelaksaoa tugas tertentu Pemerintah Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepala yang bcrada dibawah dan bertaaggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

Pasal 46 

KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSlPAN DAN 
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 

BAB XXIV 

(7) Pcnjabaran tugas pokok clan fungsi Kantor Kebersihan clan Pertamanan 
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

( 6) Bagan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan tercantum dalam 
Lampiran XXI Peraturan Daerah ini. 

I . 
I 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), bcrada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersihan dan 
Pertamanan yang da1ain melaksanakao tugasnya dikoordinasikan oleh 
seorang pejabat fungsional senior. 
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(6). Bagan organisasi Kantor Perpustakaan. Kearsipan dan Pengclolsan Data 
Elektronik tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah iai. 

(7). Penjaharan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan • I 
Pengclolaan Data E1ektrooik sebagaimana tersebut pada ayat (2), I 
ditctapkan deogsn Kcputusan Bupati. 

(5). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan, 
Kearsipan dan Pc:ngelolaan Data Elektrooik yang dalam mclaksaoakan 
tugasoya dikoordiossikao olch seorang pejabat fungsiona1 senior. 

(2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Kcarsi.pan dan Pcngelolaan 
Data Eldctronik sebagaimaoa dimaksud ayat ( l ), terdiri dari : 
a. Kepala Kantor; 
b. SubBagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pe1pustakaan; 
d. Scksi Kearsipan; 
e. Seksi Pengelolaan Data Elcktronik. 
f Unit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan 

Pengclolaan Data Elektronik; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3). Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seoraog Kepala Sub Bagi.an dan Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Kcpala Kantor 
Perpustakaan. Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik. 

(4). Unit Pelaksana Teknis sebagaimaoa tersebut pada ayat (2). dipimpin olch 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab 
kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Kcarsipan dan Pcogolahan Data 
Elcktronik. 

( 1) Organisasi Kantor Perpustakaan, Kcarsipan dan Pengelolaan Data 
Elektronik terdiri dari l(satu) Kcpa]a Kantor, l (satu) Sub Bagian, 3 
(tiga) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 47 
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(2) Struktur Organisasi .Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan 
sehagaimaoa dimaksnd ayat (I), terdiri dari : 
a. Kepala Kantor; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pclayanan Alda; 
d, Seksi Kepeodndukan; 
e. Scksi Penyuluhan dan Dokumeotasi; 

; . 

(1) Organisasi Kantor Catatao Sipil dao Kepcadudukan tcrdiri dari l(satu) 
Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3 {tiga) Seksi dan dibaotu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 49 

(3) OaJam melalcsanakan tngas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan meoyeleoggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis, di bidang catatan sipil dan 

kependudukan; 
b. pclaksaoaan pembinaan telrnis di bidang catatan sipil clan 

kependudukan; 
a. pembinaan terhadap Unit Pelaksana T eknis Kantor Catatan Sipil dan 

Kependudukan; 
d. pelaksaoaan urusan kcutausabaao Kantor Catatao Sipil dan 

Kependudukao 
' 

(2) Kantor Catatan Sipil dan Kcpendudu.kan mempunyai tugas pokok 
mclalcsanakan tugas pemerintabao di bidang register catatan sipiJ dan 
administrasi kcpendudukan. 

(I) Kantor Owtatao Sipil dan Kcpmdudukan berbdudukJm sebagai unsur 
pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleb seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertaoggwlg jawab kepada Bupari 
melalui Sckretaris Daerah. 

Pasal 48 

KANfOR CAT AT AN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN 

BAB XXV 
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(1) Pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan 
teknis dari Dinas/Lembaga T eknis Daerah, dipimpin oleh seorang kepala 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas/Lcmbaga Teknis Daerah yang bersangkutan dan secara operasional 
dikoordinasikan oleh Camat. 

Pasal 50 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UP1) 

BAB XXVI 

(7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Catatan Sipil dan 
Kependudukan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

( 6) Bagan organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan tercanturn 
dalam Lampiran XXlll Peraturan Daerah ini. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Catatan Sipil clan 
Kependudukan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh 
seorang pejabat fungsional senior. 

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor Cat.atan Sipil dan Kependudukan. 

(3) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing­ 
roasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagi.an dan Kepala Seksi yang 
berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Catatan 
Sipil dan Kependudukan. 

f Unit Pelaksana Teknis Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Kecamatan menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan dan 

keagrariaan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta 
pelayanan masyarakat; 

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ekonomi pembangunan, 
partisipasi masyarakat, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta 
keteotraman, ketertiban wilayah; 

c. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan 
rumah tangga di wilayahnya. 

(2) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang 
dilimpahkan oleh Bupari dalarn menyelenggarakan pernerintahan. 
pembangunan clan pcmbinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan 
serta melaksanakan tngas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk 
dalam tugas Perangkat Daerah dan atau lnstansi lainnya. 

( l) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Kabupaten yang 
mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipirnpin oleh Carnat yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 51 

KECAMATAN 
BAB XXVII 

( 4) Bagan organisasi Kantor Catatan Sipi] dan Kependudukan tercantum 
dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini. 

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT} mempunyai tugas melaksanakao sebagian 
tugas Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah kerja 
satu atau bebcrapa Kecamatan. 

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah 
berdasarkan peraturan penmdangan yang berlaku, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan Daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

.. 

I . 
I 
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(7). Pmjabaran togas pokok dan fimgsi K«arnatan schagaimana tmebut 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 

(6). Bagan organisasi KOC31Datan tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan 
Daerah ini. 

( 4 ). Seksi sebagairnana tcrscbut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh 
scorang Kcpala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kcpada Carnat. 

(5). Kclompok Jabatan Fungsional sebagaimana tcrscbut pada ayat (2) bc:rada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Carnat yang dalam 
mehlksanakan tugasnya dik.oordinasikan olch sc:onmg pejabat fungsional 
senior. 

(3). Sekretariat Kecamahll'I scbagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh 
scorang Sekretaris yang bcrada di bawah dan bcrtaoggung jawab kcpada 
Cam.at 

(2) Struktur Organisasi Kecarnatao scbagaimaoa dimaksud ayat (1), terdiri 
dari: 
a Camat; 
b. Sekrctaris Kecamatan; 
c. Seksi Pclayanan Ummn; 
d, SQsi Pcmainlabao; 
e. Seksi Ketentraman dan Kctertiban; 
f Scksi Ekonomi dao Pembangunan; 
g. St.ksi K.esejahknan Rakyat; 
h, Kclompok Jabatan Fungsional. 

( 1) Organisasi Kccarnatan tc:rdiri dari Caniat. 1 (satu), Sdm:tariat 
K«arnatao, 5 (lima) ~ clan dibantu oleb Kclompok 'Jabatan 
Fungsional. 

Pasal 52 
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(2) Struktur Organisasi Kelmahan sebagaimana dimaksud ayat (I). terdiri 
dari: 
a. Kepala Kelurahan; 
b. Sekretaris Kelurahan; 
c. Seksi Pelayanan Umum; 
d. Seksi Pemenntahan: 
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 
g. Kelompok Jabatan F ungsional. 

( J) Organisasi Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan, l ( satu) Sekretariat 
Kelurahan, 4 (empat) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

Pasal 54 

(3) Da1arn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2 ). Kelurahan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyeienggaraan koordinasi dan pembinaan kemasyarakatan. 

pelayanan, ketentraman dan ketertiban; 
b. pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan 

masyarakat. 

(2) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang 
dilimpahkan oleh Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan. 
pembangunan dan pembinaaa kemasyarakatan di wilayah kerjanya. 

( 1) Kelurahan berkedudukan sebagai Perangk.at Kabupaten yang mempunyai 
wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Kelurahan atau disebut 
Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Pasal 53 

KELURAHAN 
BAB xxvm 
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( J ) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur Pcrangkat 
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok rnelaksanakan 
pembinaan keteatramaa, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan 
Daerah. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : 
a penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian operasional di bidang 

ketentraman, ketertiban dan pelaksanaan penegakan Peraturan 
Daerah; 

b. pemmjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pasal 55 

SATIJAN POLISI PAMONG PRAJA 

(7) Penjabaran tugas pokok dan fimgsi Kelurahan sebagaimana tersebut pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XXIX 

(6) Bagan organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan 
Daerah ini. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kelurahan yang dalam 
melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional 
semor. 

( 4) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2 }, masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Keluraban. 

(3) Sekretariat Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (2). dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kelurahan. 
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Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 
sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(7) 

Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran 
X:XVII Peraturan Daerah ini. 

(6) 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja, yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang 
pejabat fungsional senior. 

(5) 

Satuan Pel.aksana Operasional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada 
di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang 
Komandan Regu. 

(4) 

Sub Bagian dan Seksi sebagairnana tersebut pada ayat (2), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja. 

(3) 

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1 ), terdiri dari : 
a Kepala Satuan; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Ketentraman dan Ket.ertiban Umum; 
d. Seksi Penegakan Perda; 
e. Satuan Pelaksana Operasional; 
f. Kelompok J abatan F ungsional. 

(2) 

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tcrdiri dari l (satu) Kepala, I 
(satu) Sub Bagian, 2 (dua) Seksi, Satuan Pelaksana Operasional dan 
dibantu oleb Kelompok Jabatan Fongsional. 

(1) 

Pasal 56 
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(6) Pembinaao terhadap Tenaga Fungsional dilakukan scsuai dengan 
peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai deogan 
peraturan perundang-uodangan yang berlaku. 

(5) Jeais dan Jcnjang Jabatan Fungsiooal schagaimana tencbut pada ayat (4) 
Pasal ini, diatur berdasarbn peraturan penmdang-Wldangan yang 
berlaku. 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditcntukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban 
kerja yang ada. 

(3) Ke1ompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalarn Sub-sub Kelompok 
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 
ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua 
Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Satuao Organisasi yang bersangkutan. 

(1) Kelompolc Jabatan Fungsional mcmpunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasal 57 

KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

BAB XXX 
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Da1am mclaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh 
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahan masing-masing. wajib mengadakan rapat berkala. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
pdlllljuk dan bertanggung jawab kepada awan masing-masing dan 
menyarnpaikan laporan berkala tcpat pada waktuoya 

(3) Sctiap laporan yang diterima olch pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipe:rgunakan sebagai bahan untuk 
pcoyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan penmjuk kepada 
bawahan. 

( 1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin' dan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 
sata petunjuk bagi pclaksanaan tugas bawahannya 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

Pasal 60 

Pasal 59 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­ 
rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku. 

' 
(1) Dalam melaksanakan tagas setiap pimpinan saruan organisasi dan 

kelompok teaaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
lnstansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing­ 
masing yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

TATA KERJA 

BAB XXX1 

PasaJ 58 
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Dc:ngan bcrlakunya Peratman Daerah ini maka ~ 
a Peraturan Daerah Kabupaten R.cmbang Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Orgaoisasi dan Tata Kerja Sek:retariat Daerah dan Sekrctariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Rcmbang Tahun 200 l Nomor 6 ); 

Pasal 63 

(2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud ayat ( l ), dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah sesuai deogan peranmm perundang-undangan yang 
berlaku. 

(I) Penmgkat Dacrah di smnping mclaksaoabn keweuangan desentralisasi 
dan atau togas tertentu dapat melaksanak:ao tugti pembentuaa. 

Pasal 62 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB XXXIIl 

(2) Pengangkatan dan penempatan dalaln jabatan struktural pada masing­ 
masing Dinasllnstansi/Satuan Kerja di lingkungao Organisasi Peraogkat 
Daerah ditetapkan oleh Bupati, atas usulan Sadan Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan Daerah berdasarkan Standar · Kompete:osi Jabatan 
Strnktural sesuai dengan ketcntuan penmdang undangan yang berlalru. 

( 1) Jenjang jabatan, kepangkatan serta susuoao kepegawaian masing-masing 
Dinas/lnstaosi/Satuan Kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEPEGA W AIAN 

BAB XXXII 

Pasal 61 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 66 

KETENTUAN PENlITUP 

BAB XXXV 

(2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 
6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, ketemuan mengenai 
Organisasi clan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2001 masih tetap berlaku.. 

Pasal 65 

KETENTUAN PERALIHAN 

BAB XXXIV 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah uu, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 64 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Organisasi clan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 7 ); 

c. Peraturan .Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupatcn Rembang ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 8); 

d. Peraturan Daerab Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan clan Kelurahan ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 200 l Nomor 9 ), 

dinyatakan tidak berlaku. 

• 

J 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 20 

Dn. B. WIRATMOKO, MM 
Pembina Utama Muda 
NIP. 500 050 480 

Diundangkan di R e m b a n & 
pada tanggal 18 Desember 2003 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
REMBA"-G 

BUPATI REMBANG 

Ditetapkan di R e m b a o g 
pada tanggal 9 Descmber 2003 

B.HENDARSONO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint:ahkan pengundangao Pcraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatc:n 
Rem bang. 
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PARIWISI< TA 

I I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

,__ PERENCANAAN - OBVEK WISATA ,__ PROMOS I L-- PEMBINMN SEN 
PARIWISAT.~ BUOAYA 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSl 

......... MONJTOIUNG ,__ SARANAWISATA ...._ PENYULUHAN --- A TRAKSI SEN1 

·,£VALUASI DAN 
PARIWISATA BUOAYA 

Pfl.AP()RAN 

I UPT n T 

BAGAN ORGANISASI 
OINAS PARIWISATA DAN SENI BUOAYA 

KABUPATEN REMBANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 2C TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT 
OAERAH KABUPATEN REMBANG 

v.MPlRAN XIV 



H. HENDARSONO 

BUPATI REMBANG 

U PT 

SUBBIOANG 
PERHUBUNGAN DAN 

PARIWISATA 

SUBBIOANG 
PEMUKIMAN PRASWIL 

DAN TATA RUANG 

SUB81DANG - SUMBER DAYA AUM 
CAN UNGK. HOUP 

SUBB\OANG 
PERTANIAN DAN 

INOAGKOP 

Bl DANG 
FISIKDAN 

PRASARANA 

... SUBBIOANG 
PEMERINTAHAN 

SUBBIDANG 
KESEJAHTERAAN 

SOSIA!. DAN BUDA YA 

~Ir- BIDANGI I 
BIDANG I PEMERJNTAHAN DAN 

EKONOMI I' KESEJAHTERAAN I 
.1 SOSIAL_j 

~:-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:::._-_J~--~ I 

BAGIAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA 

BAGAN ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN REMBANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMDR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI CAN TATA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN REMBANG 

LAMPIRANXV 

SUBBAGlAN 
KEUANGAN , ___ __j I 

L 
SUBBAGtAN 
UMUM 



H.HENDARSONO 

REM BANG BUPATI 

UPT 

I 
I 
I 

I KELOMPOK JABATAN BAGIAN i FUNGSIONAL I I 
TATA USAHA 

I I 

I ! I ! I l 
_J ____ 

l I -'-- '-- r ! 
I 

SUBBAGW.. 
SUBBAGlAN ' ?ERE.NCANAAN Ol<N 

AOMIN~ 
E'/Al.UASI TiNOAK ! 

UINJUT (ETll I . i 
I I , 1 

l 
' 

BIOANG 

I 
BIOANG I 

?EMERINT,AHAN DAN BlDANG I I . SUMBERDAYA EKONOMI 
KESEJAHT!c.RAAN 

I SOSIAL I 
APARATUR L__ 

l I ! 

l_ ~DANG SUBBIDANG 
SUBBIOANG EKONOMI ~ PENGEMBANGAN - PEMERINTAHAN PROIJUKSI 

SUMBEROAYA 

I MASYARN<AT 

SUBtllDANG SUBBIOANG SUBBIOANG 

~ SUMBEROAYA ~ PRASARANA ~ KESEJAHTERAAN 
APAAAT\JR EKONOMI MASY~T 

KE PALA 

BAGAN ORGANISASl 
BAOAN PENGAWAS OAERAH 

KABUPATEN REMBANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI OAN TATA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN REMBANG 

LAMPIRAN XVI 



REMBANG 

Bl DANG I BINA PEGAWAI I 
I 

i 

SUBBIOANG I KESEJAHTERAAN ,..._ PECA WAI 

SUBBIDANG 
BINA DISIPL.IN DAN ~ PENDAMPINGAN 

PEGAWAI 

H. HENDARSONO 

BUPATI 

SUBBIDANG 
PENDIDIKAN DAN 

LATI11AN 

SUBBIOANG 
PENGEMBANGAN KARIER 

DAN JABATAN 

I 
Lt 

! 

BIOANG I 
MUTASI 

I 

sue BIOANG 
PENGANGKATAN. 

PEMINDAHAN DAN ...- PEMBERHENTIAN 
PEGAWAI 

SUBBIDANG - KEPANGKATAN DAN 
PENJENJANGAN 

I UPT n 

BlDANG 
PENGEMBANGAN 

PEGAWAI 

SUBBAG!AN 
KEUANGAN 

Ii 
11 

SU SBA GIAN 
UMUM 

I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I I : 
I ! I I I 

I' I : 
! i ; I i I 

KE PALA 

BAGAN ORGANISASI 
BADAN KEPEGAWAIAN OAERAH 

KABUPATEN REMBANG 

BAGlAN 
TATAUSAHA 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT 
OAERAH KABUPATEN REMBANG. 

LAMPIRAN XVll 



H. HENOARSONO 

BUPATI REMBANG 

I 
I 

SUBBIOANG 
SOSIA.. 

MASY ARAl<A T 

Bl DANG 
KETAHANAN 

MASYARAKAT 

1,1 SlJBBIOANG 
USAHA EKONOM1 I 

MASYAAAAA 7 i 

I 
! 

) 

I UPT 

I 

SUB BIOANG 
PE"'8ERDAY AAN 

ANAK DAN REMA.IA 

SUB BIOANG 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

'I I BIDANG I PEMBEROAYAAN 
PEREMPUAN,ANAK 

' DAN REMAJA I I 
~------' 

- SUBBlOANG 
KJE OAN AOVOAASI 
PEMBEROAYAAN 

SUB BIDANG 
PENGENOALIAN 

KEl.AHIRAN 

I I 

M ..__ __, 

Bl DANG 
KELUARGA 

BERENCANA 

SUBBAGIAI\ 
K~UANGA,-: 

I I Ii----' - 
I I SUBBAGIAN 

I 1,,______ ' - :JMUW. ~ 

I 

BAGIAN 
TATA USAHA I 

I 

1 ! 

--.--~--+--.--- 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 
i 

j 

KEPALA 

PERATURAN CAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT 
DAE.RAH KABUPATEN REMBANG 

LAMPIRAN X\1111 

BAGAN ORGANISASI 
BADAN KELUARGA BEREN CANA DAN PEMBERDA Y AAN MASY ARA KAT 

KABUPATEN REMBANG 



BUPATI REMBANG 

KE PALA 

I 
KELOMPOK JABA TAN BAGIAN 

FUNGSIONAL TATAUSAHA 

i 
I 
I I I 
I ! I SUBBAGIAN SUB BAGIAN 

UMUM KEUANGAN i 
I 

I I ! 

! BIOANG BIOANG BIOANG 

i 
BINA PROGRAM PELAYANAN MEOIS KEPERAWATAN 

I I I 

SUB810ANG SUBBIOANG SUB BIOANG - PEAENCANMN PElAYANANOAN ,-- ASUHAN 
MONITORING DAN SIM PENUNJANG MEOIS KEPERAWATAN 

SUBBIOANG SUBBIOANG SUSBIOAHG - REKAMMEOIS ...... SARANA PEIAYANAN - MUTU 
KEPERAWJI.TAN 

BAGAN ORGANISASI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATENREMBANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN REM6ANG 
NOMOR 20 T AHUN 2003 
TENTANG ORGANISASI DIIN TATA KERJA 
PERANGKAT OAERAH KABUPATI:N REMBANG. 

LAMPIRAN XIX 

H. HENDARSONO 



H. HENDARSONO 

BUPATI REMBANG 

SEKSI 
KETAHANAN 

BANG SA l
! 

SEKS: 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

I I 

SUBBAG1AN 
TATA USAHA 

I UPT 
I 

SEKSI 
KESATUAN BANGSA 

1 
1 

I 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA 

BAGAN ORGANISASI 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINOUNGAN MASYARAKAT 

KABUPATEN REMBANG ... 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASIA DAN TATA KERJA PERANGKAT 
OAERAH KABUPATEN REMBANG. 

LAMPIRANXX 



H. HENDARSONO 

KEPALA 

KELOMPOK 
JABATAN SUBBAGIAN 

FUNGSIONAL TATA USAHA 

I I 
I SEKSI 
I SEKSI SEKSI PE MADAM I 

I KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN DAN 
PE MA KAMAN PEMEUHARAAN 

SA LU RAN 

I UPT n I 

BAGAN ORGANISASI 
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN, 

KABUPATEN REMBANG I .. 

• 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI CAN TATA KERJA PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN REMBANG . 

L.>MPlRAN XXI 

REM BANG BUPATI 



BUPATI REMBANG 

KEPALA 

I 
KELOMPOK 
JABATAN SUB BAGIAN 

FUNGSIONAl 
I I 

TATA USAHA 

I i ! ! : : 
' l ; I 
; ' I 

I I I : : ' 

I I I 
SEKSI 

SEKSI SEKSI PENGELOLAAN 
PERPUST,I\KAAN KEARSIPAN OAT ... ELEKTRONIK 

I UPT D 

BAGAN ORGANISASI 
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 

KABUPATEN REMBANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGl'.AT 
DAERAH KABUPATEN REMBANG 

~MPIRAN XX!I 

H. HENDARSONO 



BUPATI RE.BANG 

• 

KEPAlA 

I 
I I 

KELOMPOK 
JA8ATAN SUB BAGlAN 

FUNGSIONAL TATA USI\HA 

I I 
SEKSI SEKSI 

SEKSI 
P'ENYUUJHAN DAN 

PEV.YANAN AKTA KEPENOUOUAAN DOKUMENTASI 

I 

UPT .... 

• 

BAGAN ORGANISASI 
KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN 

KABUPATEN REMBANG 
.. 
... 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORQ.I.NISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT 
OAERAH KABUPATEN REMBANG 

L.AMPIRAN XXIII 

H. HENDARSONO 



H.HENOARSONO 

SUPATI REMBANG 

Petugas Administrasi 

Petu9as Operas,onal 

... 

• 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALAUPT 

• 

BAGAN ORGANISASI 
'~'"llT !'!::'....•v_c:-a •• • . .,..,,., • .,., ~IJPT) OlNAS.'L TD 

KABUPATEN REMBANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT 
KABUPATEN BEMBANG 

lAMPIRAN )()(IV 



H. HENDARSONO 

BUPATI REMBANG 

SEKSI 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

SEKSI 
EKONOMI DAN 

PEMBANGUNAN 

SEKSI 
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN 

SEKSI 
PEMERINTAHAN 

SEKSI 
PELAYANAN UMUM 

SEKRETAAIS 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

CAMAT 

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN 

LAMPIRAN XXV · PEAATURAN OAEAAH KABUPATEN REM6ANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI OI\N TATA KE~JA PEAANGKAT 
OAEAAH KABUPATEN REMBANG. 

I 
.. • 



H. HENOARSONO 

BUPATI REMBANG 

SEKSI 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

SEKSI 
EKONOMIDAN 

PEMBANGUNAN 

SEKSI 
PEMERINTAHAN 

SEKSI 
PELAYANAN UMUM 

SEKRETARIS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

LURAH 

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN 

1.AMPIAAN XX\/i. PEAATURAN DAEAAH KA8UPATEN REMBANG 
N0M0R 20 TAHUN 2003 TENTI\NG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEAANCKAT 
0-'ERAH KABUPATEN REMBANG 

l . .JI' 
.. • ) ,,__J 

I 



H. HENDARSONO 

BUPATI REMBANG 

I 
I 

SEKSI 
SEKSI I KETENTRAMAN DAN 

PENEGAKAN PEROA I KETERTIBAN 

I 

SA TUAN PELAKSANA 
OPERASIONAL 

KELOMPOK JABA TAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
TATAUSAHA 

KEPALA 

BAGAN ORGANISASI 
SA TUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) 

KABUPATENREMBANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA t<:ERJA PERANGKAT 
DAERAH l<:ABUPATEN REMBANG, 

LAMPIRAN XXVII 

I A 

1 
I 

;, 

l 

... · ·' 


